BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR [0 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja,
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indononesia Nomor 6757);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1235
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

ik

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.




Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajibanDaerah dalam rangka penyelenggaraan
PemerintahanDaerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segalabentuk kekayaan yang dapat dijadikan
milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
atau yang disebut dengan nama lain adalah
Peraturan Daerah Musi Rawas.

10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati Musi Rawas.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda.
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12.
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14.
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Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah
yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
atau entitas pelaporan yang menurut peraturan
perundang-undangan wajib menyajikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan daerah
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan

pada Entitas Pelaporan.

Sistem Akuntansi Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan
keuangan di lingkungan perangkat daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten ini, bertujuan untuk:

a.

memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam
melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah; dan

memberikan pedoman dalam mengimplementasikan
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten, secara komprehensif dengan tatakelola

keuangan yang baik dan akuntabel.
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BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten, yang mengatur mengenai:

a.
b.

c
d:

oa: IR

1k

k.

ik

pengelola keuangan daerah;

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
penyusunan rancangan APBD;

penetapan APBD;

pelaksanaan dan penatausahaan;

laporan realisasi semester pertama APBD dan
perubahan APBD;

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah;

penyusunan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

kekayaan daerah dan utang daerah;

badan layanan umum daerah (BLUD);
penyelesaian kerugian keuangan daerah;

informasi keuangan daerah; dan

m. pembinaan dan pengawasan.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi

Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2007 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 20 Jun¢ 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti,

pada tanggal 20 Junt 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR lo
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